
 

 

 
BUPATI BANGKA 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 

SALINAN 
PERATURAN BUPATI BANGKA 

NOMOR 27A TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 18 TAHUN 2020 
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI TUNAI BELANJA DAERAH 

PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BANGKA, 

Menimbang :    bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan penatausahaan 

belanja daerah terkait penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) di Kabupaten Bangka, maka perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka 

Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Transaksi Tunai Belanja Daerah Percepatan Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Bangka; 

Mengingat:     1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran 
Negara Republik  Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), 
Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam 
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 
Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3273); 

  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4033); 

  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
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 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
  13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana  pada Kondisi 
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 34); 

  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);  

 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya; 
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  20 Tahun 2020 

tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 
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 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 

tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah 

Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang  

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);  

 18. Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Transaksi Tunai Belanja Daerah 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah 
Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 18); 

    
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan  : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 18 TAHUN 2020 

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI 
BELANJA DAERAH PERCEPATAN PENANGANAN CORONA 
VIRUS DISEASE 2019 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANGKA 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 18 Tahun 2020 
tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Tunai Belanja Daerah Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 18), diubah 
sebagai berikut : 

 
1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :  

 
BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

(1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi fleksibilitas pelaksanaan 

transaksi tunai dan pelaksanaan tambahan  uang persediaan (TU) dalam 
rangka memprioritaskan antisipasi, pengendalian dan penanganan 
dampak penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)  di Daerah 

dengan mengecualikan ketentuan Belanja Daerah Non Tunai. 

(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelaksanaan 

anggaran belanja Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) melalui transaksi tunai dan tambahan uang persediaan (TU) 

terhadap jenis belanja daerah yaitu belanja barang /jasa.  

(3) Setiap pelaksanaan belanja covid-19 wajib didampingi oleh Aparat 

Pengawasan Intern Pemerintah. 

 
2. Ketentuan Pasal 3 dihapus. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka. 

 

 

Ditetapkan di Sungailiat 
pada tanggal 18 Mei 2020 

BUPATI BANGKA, 
 

Cap/dto 
 

MULKAN   
 

Diundangkan di Sungailiat 

pada tanggal 18 Mei 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA, 
 

Cap/dto 
 
ANDI HUDIRMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2020 NOMOR 32 

    Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, 

 

Cap/dto 
 

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH 
PEMBINA TK I 
NIP. 19660608 198603 1 004 

 


